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benefits of resources are not ga_nd more serious problem is that the

this context, a discussion aboa;?:dr:g g,l ® Aokt partieg; desantng e
erty right systems and natural

resourcse m k

The paper v?illllagr;mtzm has carried out among developed countries.

e AR eéxamine, wheter The Property Right System is
on to overcome the problem, and how to make the

system 17_18Y be effective for sustaining natural resources. Because th

complexity of natural resources problems can not be G thiz

paper at once, the study will focus on forestry resources.

Pendahuluan

Peningkatan populasi dunia yang
pesat akan mengakibatkan pening-
katan kebutuhan manusia. Hal ini
meningkatkan ekploitasi sumber
daya alam yang ada di bumi ini,
baik sumber daya yang bisa lang-
sung dimanfaatkan, yang bersifat
mendasar, seperti udara, air mau-
pun sumber daya yang harus me-
ngalami proses terlebih dahulu un-
tuk bisa dimanfaatkan, seperti mi-
neral, batuan, hutan dan lain seba-
gainya. Hal ini semakin diperburuk
dengan berjalannya proses Industri-
alisasi terutama di negara-negar§
berkembang di mana eksplmtasi
sumber daya yang digunakan Szi
bagai bahan baku maupun sebad

bahan pembantu produksi tidak

dikelola dan dimanfaatkan dangs®
% e

'~ ‘) Staf Pengajar Jurusan Te
 Fakultas Teknik -

ik Lingunde?

bijaksana. Dampak yang ditimbul-
kan adalah semakin berkurangnya
sumber daya alam yang ada baik
secara kuantitas maupun kualitas-
nya.

Pada masa dahulu sumber daya a-
lam sangat berlimpah, manusia bisa
memanfaatkan sumber daya seba-
nyak-banyak-nya tanpa ada perma-
salahan siapa berhak dan bagaima-
na menggunakan sumber daya ter-
sebut. Dengan sifat sumber daya
yang sangat terbatas, perilaku ini
akan menjadi masalah di masa se-
karang dan masa yang akan da-
tang. Tidak semua sumber .daya
mempunyai sifat dapat berbalik da-
lam waktu yangd singkat atau bah-
kan tidak dapat berbalik sama Se-

kali (nonrenewable). Fenomena ter-

101
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sebut akan Memunculkan pertanya-
an: siapakah yang berhak menggu-
nakan sumber daya alam yang ada,
siapakah yang harus mengelola
sumber daya alam tersebut dan
bagaimana mengelola sumber daya

alam tersebut sehingga bi.sa men-
dukung kehidupan manusia untuk
masa yang akan datang.

Berdasar konteks tersebut, pemba-
hasan tentang manajemen sumber
daya alam dan “hak memiliki” (pro-
perty right) su-dah dilakukan di ne-
gara-negara maju. Ada dua aspek
yang berhubungan dengan hal ter-
sebut, pertama, bagaimana proper-
ty right system menjadi sebuah so-
lusi untuk mempertahankan sumber
daya alam dan, kedua, bagaimana
membuat system itu efektif untuk
mengelola sumber daya alam. Tuli-
san ini berusaha untuk membahas
issue tersebut. Dengan masalah
yang sedemikian kompleks dan be-
ragamnya sumber daya alam yang
a-da, permasalahan tersebut tidak
akan bisa dipaparkan dalam tulisan
ini, oleh karena itu studi ini akan
terfokus pada sumber daya kehuta-

nan.

Tulisan ini akan, pertama, memba-
has konsep dari property rigth,
kedua, membahas permasalahan
kehutanan yang ada di Indonesia,
ketiga. membahas bagaimana per-
an property rights system dalam pe-
ngelolaan hutan di Indonesia, dan,
keempat, bagaimana benefit yang
didapat pada sistem perekonomian
di Indonesia.

Konsep Propery Right System

~ Pembahasan tentang property right

~ System tidak hanya membahas ma-
~ nusia dan benda saja, melainkan

lebih kepada apa yang bisa orang

lakukan berhubungan dengan o
rang lain dalam menguasai dan ]
menggunakan sesuatu. (Broomley
1991; Paul et al. 1994; Pejovich
1997). Dengan kata lain, bahwa ada
makanis-me sosial yang mengatyr
pihak yang memiliki hak untuk me.
nguasai sesuatu benda dan pihak
mana yang harus menghormati hak
tersebut. (Bromley 1991). Jadj
memiliki hak atas sesuatu berartj
berhak untuk memiliki atau meng-
gunakan sesuatu dan melarang pj-
hak lain untuk bisa memiliki hak
yang - atas benda tersebut (Ismalia
2001).

Menurut Epstein (1994) ada tiga
kategori dari property right, perta-
ma, private property right, adalah
hak dimana sesuatu benda dimiliki

seseorang secara pribadi, sebagai
contoh adalah orang yang memiliki
sebuan perkebunan, maka orang
lain tidak berhak untuk mengambil
sesuatu dari kebun tersebut. Kedua,
communal property right yaitu se-
suatau yang dimiliki oleh beberapa
orang. Sekelompok orang tersebut
berhak untuk memiliki atau meng-
gunakan benda (sumber daya) ter-
sebut, misalnya sumber daya air
yang dimiliki bersama oleh pendu-
duk sebuah kota. Ketiga, state pro-
perty right, yaitu hak yang dimiliki
oleh pemerintah untuk mengguna-
kan dan mengelola sumber daya
tertentu, seperti, taman nasional,
taman kota dan lain-lain. Selain hal

orang, dengan kata lain bahwa ti-
dak dapat orang, sekelompok orang
ataupun pemerintah sekalipun yan

berhak memiliki dan melaran
hak lain untuk tidak menggunkan
nya. Broomley (1991) mengemu

kan bahwa sumber daya alam

lsi 2~ 2001, ISSN 0852-1697
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sebut termasuk dalam kelompok
sopen access good” atau non-pro-

goods. Sebagai contoh, bahwa
Jﬂdak a(.ja seseorang Yang bisa
mengklaim lautan dan melarang o.

lain untuk menggunakan sa-
mua sumber daya yang ada di ]a-
utan

pengan konsep property right se-

i tersebut di atas, issue terse-
put juga muncul dalam manajemen
sumber daya alam, dimana property
right system diharapkan dapat men-
jadi solusi altermatif dalam melin-
dungi sumber daya alam dari de-
g1adasi kualitas dan kauntitasnya.
Seperti yang dikemukakan oleh Sch-
midtz (1994) bahwa property right
pisa digunakan sebagai suatu cara
yang efektif untuk mengelola sum-
per daya alam yang terbatas. De-
ngan demikian, dengan property
right system dapat ditentukan pihak
yang dianggap memiliki hak untuk
mengeksploitasi sumber daya alam
secara efektif dan efisien secara e-
konomis dan tidak merugikan ling-
kungan secara keseluruhan dalam
jangka waktu yang tidak terbatas.
Hak tersebut bisa berlaku bagi se-
seorang, sekelompok orang ataupun
pemerintah.

Selain daripada itu implementasi
propety right system dalam penge-
lolaan sumber daya alam harus di-
lihat secara lebih cermat lagi, teru-
tama jika dilihat dari kacamata eko-
nomi. Pengimplementasian property
right terhadap sumber daya alam
tertentu, berarti memberikan hak
kepada pihak tertentu untuk me-
Nguasai dan kemudian mengelola
sumber daya alam tersebut. Hal ini
akan menimbulkan masalah jika di-

hubungkan dengan analisa biaya
~ dan manfaatnya (costbenefits ana-

lysis). Apakah masih visibel se-cara
ekonomis jika biaya privatisasi
sumber daya alam tersebut ternyata
ma-sih lebih besar dibandingkan
dengan keuntungan yang didapat.
Epstein (1994) berpendapat bahwa
cost yang ditimbulkan disebabkan
oleh beberapa faktor. Faktor yang
paling signifikan adalah munculnya
masalah-masalah eksternal, yaitu
masalah sosial yang berhubungan
dengan masyarakat. Dalam arti
bahwa penerapan property right
system jika tidak tepat bisa menim-
bulkan kerugian pada pihak lain,
dengan kata lain terjadi ketidak-
seimbangan dalam pembagian hak
yang ada.

Ismalia (2001) mengemukakan bah-
wa ada beberapa faktor yang harus
diperhatikan dalam mengelola sum-
ber daya alam dengan penerapan
property right system. Hal yang
dianggap paling penting adalah
menentukan secara tepat siapa
yang memiliki hak untuk menguasai
dan mengelola sumber daya terse-
but, dengan cara apa,dan untuk apa
sumber daya tersebut dikelola. Ak-
hir-akhir ini, dapat dilihat bahwa
masalah lingkungan muncul ketika
penggunaan property right dalam
mengelola sumber daya tidak dila-
kukan secara benar. (Anderson dan
Hill, 1997)

Kasus Pengelolaan Sumber Daya
Kehutanan di Indonesia

Kenyataan bahwa Indonesia adalah
sebuah negara yang memiliki sum-
per daya kehutanan yang sangat
perlimpah. Oleh karena itu peme-
rintah Indonesia mengeluarkan ke-
bijakan di bidang kehutanan yang
pada intinya adalah penyelengga-
raan pengelolaan sumber daya ke-
hutanan melalui pemanfaatan seca-

VI — Tafun X1 Bdisi 2 - 2001, 155 0862-1697
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ra bijaksana dengan memerhatikan
fungsi kehutanan serta pemanfa_at-
an yang berkelan-jutan. Pengertian
berkelanjutan disini adalah bahwa
sumber daya hutan tersebut haru_s
bisa dimanfaatkan untuk kepenti-
ngan masyarakat masa kini dan ma-
sa yang akan datang tanpa mengu-

rangi kualitasnya.

Hal tersebut sangat penting mengi-
ngat fungsi hutan merupakan gu-
dang/simpanan persediaan plasma
nutfah yang sangat kaya dan sa-
ngat bermanfaat bagi pembangu-
nan nasional. Hutan merupakan
simpanan karbohidrat dalam ben-
tuk kayu dan bagian lainnya, yang
dengan adanya teknologi dapat di-
rubah menjadi bentuk produk yang
dibutuhkan manusia. (Soekartiko,
1995).

Dari uraian di atas, dapat dikatakan
bah-wa hutan merupakan “public
goods”, dengan kata lain, secara
mendasar hutan dapat dimanfatkan
oleh siapapun. Tidak ada satu pihak
yang bisa melarang pihak lain
untuk memanfaatkan hutan. Yang
menjadi masalah adalah bahwa hu-
tan adalah sumber daya yang mem-
puyai sifat keterbalikan dalam jang-
ka waktu, atau bahkan jika tidak
dikelola dengan baik, hutan akan
mengalami kerusakan yang bersifat
permanen. Akibatnya, timbul perta-
nyaan, bagaimana memanfaatkan
hutan secara baik dan benar, siapa
yang berhak menggunakan sumber
daya hutan dan siapa yang me-
miliki wewenang untuk mengatur
eksploitasi sumber daya hutan. Per-
tanyaan tersebut muncul, ketika ter-
 jadi over eksploitasi hutan-hutan
~yang ada di Indonesia, penebangan
 yang tidak sesuai dengan aturan-

‘aturan yang berlaku dan diabaikan-

nya batasan-batasan pengelolaan
lingkungan hidup demi kepenting-
an ekonomi. -

Dari penelitian yang dilakukan oleh
Badan PBB, FAO (Food and agricul-
ture Organization) tahun 1990, keru- |
sakan hutan di Indonesia telah 4
mencapai 1,3 juta hektar per tahun.
Selama 12 tahun terakhir ada 6,7 ju-

ta hektare di Sumatera dan 8,9 juta
hektar di Kalimantan. Jumlah ter-
sebut diperkirakan akan terus me-
ningkat lagi. (Pare, 2000). Salah satu
peyebab utama adalah pengusaha-

an penebangan kayu telah mene-
bang dua kali lipat dari yang seha-
rusnya. Setiap tahun penebangan
hanya boleh untuk sepertiga pulun =
lima dari luas lahan. Hutan seluas
70.000 hektar, misalnya, hanya bo-
leh ditebang 2000 hektar, tetapi
yang penebangan mencapai 4000
hektar. (Pare, 2000). Hal ini diper-
buruk dengan tidak dilibatkannya
masyarakat daerah di sekitarnya
dalam pemanfaatan dan pengelola-
an hutan. Degan masuknya peme-
gang. HPH (Hak Pengusahaan Hu-
tan), hak-hak masyarakat daerah
menjadi hilang dan tergusur oleh
HPH. Sumbangan sumber daya hu-
tan sangat sedikit untuk masyara-
kat daerah. Menurut penelitian
yang dilakukan IPB, sumbangan ha- =
sil hutan untuk daerah hanya seki-
tar lima persen dari total hasil hu-
tan. (Kartodiarjo, 2000). Efek ekono-
mi dari kayu tidak terdapat di dae-
rah. Sebagai contoh, Kalimantan Te-
ngah menyumbang produksi terbe:
sar, tetapi industri pengolahan ka-
yu terdapat di Kalimantan Selatan.
Tenaga kerja banyak berasal dari
kota-kota di Jawa. Keuntungan
ngelolaan kayu hampir selur
dimiliki oleh pemegang HPH.
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etimpangan ini timby) ay.

berian hak yang tidak adil L2 pem.
masyar at daerah. Pem

memiliki hak yang jaun ?eg ang HPH
dgibandingkan dengan mg
daerah. Sehingga muncy,
an pendapat tentang g;
perhak menguasai dap
hutan Y?)ng ada. Apakah
HPH se a.gai Pihak yang memilin:
hak resmi untuk menggks;ig;gl;
hutan atau masyarakat sekitar yan

gselama beratus-ratus tahun hidug
perada di sekitar hutan ity sendiri
Masing-masing memiliki kepenting:
an dilihat dari sudut pPandang yang
perbeda. Pihak pertamg melihat
hutan sebagai sebuah komoditas
ekonomi yang memiliki potensi un-
tuk menghasilkan keuntungan, se-
dangkan pihak kedua merasa bah-
wa mereka juga memiliki hak yang
sama untuk menikmati hasil sumber
daya kehutanan. Ironisnya justru
pihak terakhir ini yang lebih sering
dikatakan sebagai pihak yang me-
rusak lingkungan karena dianggap
melakukan penebangan tanpa ijin
walaupun dalam kuantitas yang re-
altif sedikit.

Sayarakat
Perbedaa.
aPa yang
mengelola
Peémegang

Property Right System Sebagai
Solusi Alternatif i

Melihat masalah yang timbul di a-
tas, sudah seharusnya diteqtukan
garis batas yang jelas bagaimana
dan oleh siapa hutan itu dikuasal
Kedua pihak harus melakukan sua-
tu usaha kompromi untuk menca;)ai
kesepakatan yangd menguntung 7
semua pihak. Implementasl p;?gadi
ty right system yand te;?at 121 iy
solusi alternatif yang bis2 gdaya
| kan dalam mengelold sumbe‘f:1i s
 publik. (public resources)-m S
p. campur tangan pe

keberadaan peratur %
idukung pelaksanaannv '

Peran Pemerintah haryg menjadi

Dertimbangan dalam menetukan ke-

bijakan mekan;
anisme
Sumber AN el pengelolaan

?aelngfm munculnya masalah ekste-
» Implementasi property right
pada_ sumber daya hutan, tidak ke-
mudian membentuk asumsi bahwa
§umber daya hutan tidak bisa diper-
Jual belikan dan ti-dak dapat dibagi.
Dengan kata lain, jika sudah diten-
tukan kebijakan dan bentuk penge-
lolaannya, tidak ada seorangpun bi-
sa mengekspoitasi hutan secara pri-
badi. Dengan demikian penerapan
proper-ty right yang paling tepat
adalah communal property right
system, dimana hak untuk menge-
lola sumber daya hutan dimiliki oleh
sekelompok orang tertentu, dalam
hal ini adalah masyarakat daerah.

Dari uraian di atas, timbul pertanya-
an selanjutnya, yaitu bagaimana
membuat implementasi communal
property right system secara efektif
dalam mengelola sumber daya ke-
hutanan di Indonesia baik dari segi
ekonomis maupun kelestarian ling-
kungan. Apakah masayarakat dae-
rah mampu untuk melaksankan ta-
nggung jasab tersebut. Schmidtz
(1994) menegaskan bahm(a dapat
terjadi masalah yang tsen;fm ;a;zag

pungan dengan tang -
‘1:,6;}1:‘111111;31{ mempertahan%tan dan
meningkatkan kualitas da_m sumber
daya tersebut. Ketika pihak yang

it i menga-
memiliki hak O

. an g jawab tersebut,

pefkat taRod iadi tidak

property right system men]

0852-1697
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efektif untuk mempertahankan sum-
ber daya hutan tersebut.

Oleh karena itu penguasaan hak pe-
ngelolaan oleh masayarakat daerah
bukan dalam arti yang sebebas-
bebasnya, melainkan masih dalam
kerangka batasan yang ditetapkan
oleh pemerintah, sehingga penge-
lolaan hutan bisa dilakukan secara
bijaksana, efektif dan efsien. Jadi
peran pemerintah disini adalah se-
bagai lembaga yang memilki otori-
tas untuk menetapkan kebijakan
penggunaan hutan dengan menge-
luarkan peraturan-peraturan yang
jelas, menciptakan produk undang-
undang yang tepat guna mendu-
kung pelaksanaannya. Karena ba-
tasan-batasan tersebut sistem yang
dipakai adalah sistem kepemilikan
terbatas (Restricted Property Right

System)

Penerapan sistem tersebut di Indo-
nesia tidak berarti menghentikan
kegiatan yang dilakukan oleh peme-
gang HPH dan menyerahkan semua
hak mengelola kepada masayara-
kat daerah. Pencabutan HPH, dili-
hat dari konteks ekonomi, tidak sig-
nifikan terhadap perekonomian dae-
rah. Menghentikan HPH berarti juga
menghentikan usaha, dan meng-
hentikan kegiatan ekonomi yang se-
dang berjalan. Dengan kata lain
penghapusan HPH pada saat ini bu-
kanlah suatu tindakan yang ekono-
mis, karena masyarakat daerah di-
anggap belum mampu untuk me-
ngelola hutan yang visibel secara
ekonomis maupun dari segi lingku-
ngan. Yang harus dilakukan adalah
~ memper-baiki sistem pengusahaan
hutan dengan membenahi HPH
yang melakukan pengrusakan ter-
hutan dan meninjau ulang
agian hak atas hasil hutan

kepada masyarakat daerah, sampa"i
masyarakat telah mampu untuk me.
ngelola hutannya sendiri.,

8 Y il

Selanjutnya langkah-langkah Yang
membuat restricted communal pro.
perty right system menjadi efeknf
untuk dterapkan adalah sebagai be-

rikut:

e Peran pemerintah untuk meneng.;?
tukan batasan yang jelas dalam
pemberian hak untuk mengeks-
ploitasi hutan. Membuat Un- |

dang-Undang yang jelas dan

peraturan lain dibawahnya gu-

na menunjang pelaksanaannya,

"
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e Dilibatkannya pihak-pihak yang

memiliki hak untuk mengelola,

seperti masyarakat daerah (pe-
merintah daerah) dan peme- _'_’

gang HPH dalam penentuan
hak pengelolaan hutan.
e Adanya pembagian yang saling

menguntungkan (win-win solu-
tion) antara pihak-pihak yang :

terkait dalam kepemilikan hak.
(Negara, pemegang HPH, dan
masyarakat/pemerintah daerah)

e Adanya tanggung jawab dari 3
pemegang hak dalam pengen-
dalian pengelolaan hutan se-

hingga dapat dijaga kelestarl- 3

annya.
e Peran pemerintah sebagai lem
baga yang bertanggung jawab
dalam fungsi kontrol dalam eks
ploitasi hutan sehingga bisa di
manfaatkan secara bijaksana.
» Adanya alat yang dibuat oleh
pemerintah yang mengatur (
kum) yang berlaku untuk I
nindak pelanggaran dalam ke-
giatan pengelolaan hutanv e
e Diaplikasikannnya semua
dang-undang, peratur
hukum yang dibuat sec
dan tegas.
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 dipakai yang jaepan ™ Yang
lannya pengelolaan h un bet]a..
transparan. Yang

pari point-point .
| atas bukanlah :‘:gugllabaxm di
mati dalam implementasi rharga
right system. Pefbedaanp operty
daerah (kesiapan sumpe, dakonchm
pusia, sarana, dan pragar ana&;a ma-
mempengaruhi keputusan Yanakan
kan diambil. Sebagai ilustrasi g a-
tama, 8eperti dicontohkan d:atasp;rx
hapuskannya HPH dan dike -
kannya hak pengelolaan kepada 4
tidak akan timbul masalah, ged a:u:
kan bagi daerah yang tidak mam:u
justru akan menimbulkan m
Manurut Kartodiarjo (2000) ada m"_
atu karakteristik wilayah dj
HPH bisa dipertahankan. Ada pula
yang sudah saatnya hak-hak atau
izin atas pemanfaatan hutan dibe-
rikan k‘p&d& daerah. Kedua, dipi-
lihnya pola Incorporate Forest Sys-
tem, dimana masyarakat menjadi
pemilik modal, sedangkan untuk
manajemen dan perusahaannya di-
serahkan kepada pihak yang kom-
peten (misal, pemegang HPH). Ke-
dua ilustrasi tersebut adalah seba-
gian dari berbagai alternatif dalam
penerapan property right Wem
yang sesuai dengan karakteristik
dan kemampuan daerah.

Pihak m:;k yang berkepentingan.
kans alamaoleh Pegelolaan hutan dilaku-
s Pemegang HPH yang ba-
et melakukan penyelewengan.
(2000) dalam penelitiannya
:eug‘{ngkapkan dari besamya pro-
s Vltas. hutan berdasarkan angka
Onservatif nasional yaitu sebesar
::htara 45 kubik/ ha per tahun pada
-alun 1977. temyata produktivitas
Itu berkurang menjadi 30 kubik / ha
D.er tahun pada tahun 1998. hasil
s_{mul&si perhitungan produksi log
T:‘lisetlazma periode tahun 1977 sam-
' un 1998, jumlah )

tidak dilaporkan dipex\ﬁxak?;x ::‘l;:
sar 4774 juta kubik atau rata-rata
217 juta kubik. Dengan perhitu-
ngan di atas, nilai kerugian riil

selama 22 tahun sebesar US$ 1,9
milyar.

Dari data di atas jelas negara sa-
ngat dirugikan akibat pemilihan
property right system yang tidak se-
suai. Dengan penerapan communal
property right system diharapkan
hak dari pemegang HPH dikurangi
atau dihapus jika kondisi me-mung-
kinkan. Keuntungan negara dari
eksploitasi sumber daya hutan bisa
dicapai secara optimal dan dengan
pemberian hak yang lebih besar ke-
pada masyarakat daerah, kontribusi
gsumber daya kehutanan terhadap
perekonomian masyarakat daerah
akan lebih besar.

Jikndinitkmdenqani-uaglobal.
Ecojabelﬁnaadalahsatudaribobo-

yang dilakukan dengan memperha-
tikan kelestarian lingkungan. Pru-
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global. Adanya green consumer
yang cenderung mempengaruhi ma-
syarakat luas untuk mengkonsumsi
produk yang peduli lingkungan, a-
kan semakin membatasi pasar dari
produk yang tidak peduli lingku-
ngan. Tentu saja ini akan sangat
merugikan bagi prospek ekspor ha-
sil hutan dari Indonesia. Diharapkan
penerapan restricted communal pro-
perty right system tersebut, dengan
segala prasayarat yang diuraikan di
atas, akan memperbaiki pengelola-
an hutan ditinjau dari segi lingku-
ngan. Sehingga produk hutan Indo-
nesia akan lebih bisa diterima di pa-
sar dunia dan pendapatan negara
dari sektor kehutanan akan lebih

meningkat.

Kesimpulan

Akhir-akhir ini ditemukan bahwa
krisis lingkungan hidup muncul ke-
tika penerapan property right dalam
mengelola sumber daya alam tidak
dilakukan dengan benar. Pengguna-
an propety right tersebut akan se-
makin kompleks jika diterapkan pa-
da sumber daya yang bersifat pu-
blic goods seperti dalam penge-
lolaan sumber daya hutan. Hal ini
terjadi ketika penggunaan hak atas
hutan tidak diberlakukan sebagai
mana mestinya. Pemegang HPH
menjadi satu-satu pihak yang me-
raih keuntungan paling banyak dari
sektor kehutanan. Sementara ma-
syarakat daerah dan negara menda-
patkan kontribusi yang relatif lebih
sedikit. Dalam kasus ini, communal
property right merupakan pilihan
- yang paling tepat untuk mengatasi
masalah ini. Masyarakat daerah di-
harapakan akan lebih banyak mem-

~ punyai hak untuk mengelola hutan

~ dibandingkan dengan pemegang
- HPH yang lebih bersifat private pro-

Tetapi penerapan property right ¢ e
sebut tidak akan berjalan secary e
fektif jika pengelolaan sumhber daya
hutan oleh masyarakat tidak dilaky.
kan secara benar, dalam hubungap,
nya dengan tanggung jawab untuk
menjaga kelestariannya. Sehupy,.
ngan dengan hal itu, restricted cop,.
munal property right system diby.
tuhkan. Pengelolaan tidak akan ber.
jalan dengan baik tanpa kebera.
daan aturan-aturan yang sesuai dan
hukum yang membatasi. Dengan

kata lain peran pemeritah dibutuh.

kan sebagai lembaga yang menga-
tur dan mengawasi pengelolaan
sumber daya hutan sehingga bisa
digunakan secara optimal dan ber-
wawasan lingkungarn. Perumusan

aturan tersebut harus melibatkan

masyarakat dan pihak lain yang
terkait, agar bisa memberikan solu-

si yang menguntungkan semua pi- |
hak. Partisipasi masyarakat akan

menghasilkan pengelolaan sumber

daya hutan yang efektif, efisien dan |

berwawasan lingkungan.
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